BAB |11

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Nasab Anak Adops yang Diketahui Nasabnya Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif
1. Landasan Hukum dan Operasional
Landasan hukum pengangkatan anak seperti yangskg pada bab

sebelumnya ada pada Q.S. al-Ahzab ayat 4-5, yangika& tentang
larangan memanggil seseorang dengan nisbat sejaim lkandungnya.
Ulama kontemporer Muhammad Ali al-Shab mengatakan dalam kitab
Rawaihul Bayanbahwa, sebagaimana Islam telah membatalkan dzihar,
demikian pula halnya dengaabanny.Syariat Islam telah mengharamkan
tabanny yang maisbakan seorang anak angkat kepada yang bukan

ayahnya, dan hal itu termasuk dalam dosa besar waggyebabkan
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pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah SV8€bagaimana
dinyatakan dalam hadits Rasulullah:

015 AEB 5 0 AT il i e G A e D e

Ve Y 5 Ui Al 25 A B8 Y e

AErittilrrZig siapa yang memanggil (mendakwakan) dirirgeagai anak dari
sesrorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya dikarplaknat Allah,
para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada ke&mat Allah
tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiahh

Pada dasarnya, konsep yang ditawarkan oleh syilen adalah
hadhanah (hak asuh anak). Dengan prinsip hanya memperoleh
pengasuhan dengan orang tua angkat tanpa mendapatkangan nasab.

Dan masalah hubungan kemahraman. Anak yang bulkdnkamdung
yang bisa menjadi mahram dengan seseorang adadkhtiai, dengan
catatan orang tua anak tersebut sudah menikatbada dukhuldengan
orang tersebut, sedangkan anak adopsi tidak bisgathenahram, kecuali
anak dibawah 2 tahun dengan jalan persuduan.

Dari sudut pandang, perundang-undangan di Indandasar hukum
pengangkatan anak yang biasa dipakai hakim untulnetapkan
permohonan adopsi anak, yaitu Undang-Undang No.2Bui 2002
tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 menyatakan:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk tiegan terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasefampat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Muhammad Ali al-Shaini. Rawaihul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'aridill. (Jakarta :
Darul Kitab Islamiyah. 2001) 214

Shahih Muslim Hadits juz 3 no 2433 (Beirut: Daf=ér. tt)

* Tihami dan Sohariikih Munakahat 90
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(2) Pengangkatan anak sebagaimana ayat (1), tidak mskaumt hubungan
darah antara anak yang diangkat dan orang tua kgngla

Jadi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupulutspandang
hukum positif berpandangan bahwa pengangkatan alek orang tua
angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dargdua kandungnya.
walaupun anak tersebut sudah mendapatkan pelegalanPengadilan
sebagai anak angkat dari seseorang tertentu, y@haempunyai hak-hak
keperdataan yang terbatas dari orang tua angkatnya.

Dan mengenai hubungan kemahraman, dalam hukumifpdsit
Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenaakeam-an ini, tetapi
menurut Musthofa, kewarisan anak adopsi bisa di#&aitdengan tidak
adanya hubungan darah antara anak angkat dengag tra angkat
menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindundaak sehingga

anak adopsi bukan mahram dari orang tua arigkat.

2. Akibat Hukum Nasab Anak Adopsi terhadap Kewarisan
Akibat hukum adopsi menurut hukum Islam dan hukuwmsitg telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya hubwmagab antara anak
adopsi dan ayah kandungnya tidak terputus, halbérkaitan dengan
sistem kewarisan dan wali nikah anak angkat tetsebu
Dalam sistem kewarisan Islam, sebab sebab hubukgamrisan

adalah hubungan kekerabataal-qarabal), hubungan perkawinaralf

*Musthofa.Pengangkatan Anak0
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musaharal, dan memerdekakan budakala’).” Dan anak angkat tidak
temasuk dari ketiganya, sehingga tidak ada bagieny pisa didapatkan
oleh anak angkat terhadap harta warisan orangngleatmya.

Dalam hukum positif, tidak diatur secara jelas nesrag kewarisan
anak adopsi, hanya saja menurut Musthofa, kewaasak adopsi bisa
dikaitkan dengan tidak adanya hubungan darah aatea angkat dengan
orang tua angkat menurut UU RI No.23 Tahun 200fatenPerlindungan
Anak® Jika tidak ada hubungan darah maka tidak ada yatoukewarisan
dan tetap mewarisi dari orang tua dan keluarga Wagniya, dan hak dari
anak angkat dari orang tua angkatnya hanya mendegsiat wajabah.
Sedangkan menurut figih dalam pelaksanaan wasiab®aa, ulama figih
mensyarakat bahwa orang yang menerima wasiat bséiain seorang
yang berhak mendapat warisan atau ahli waris darigpyang berwasiat,
kecuali ahli waris yang lain telah sepakat dan reasjyinya’

Dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilanmaga
menggunakan dasar hukum KHI dan hukum Islam dalaad h
kewarisannya. Sehingga anak adopsi di Pengadilammag tidak
mendapatkan bagian waris. Akan tetapi, dalam pegigaan anak di
Pengadilan Negeri, anak adopsi bisa saja mendapdigian adopsi,
karena yang dijadikan dasar hukum dari hukum kesaariadalah Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BurgemMyetboek

>Amir Syarifuddin.Hukum Kewarisan Islan{Jakarta: Kencana. 2008) 174
®Musthofa.Pengangkatan Anak0
"Andi dan FauzartHukum Pengangkataif2-73
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(BW), sehingga bisa dianggap pengangkatan analenigdelilan Negeri

sebagai pemutusan nasab.

3. Akibat Hukum Nasab Anak Adopsi terhadap Wali Pexthén
Menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak bisa meng&kaddirinya
sendiri dalam pernikahdhDan tidak sah seseorang yang menikah tanpa
adanya seorang wali laki-laki, dan seperti sabdaulr#dah:
b Al e e 2S5 (e S L Ji Rl G e VI A Y
Jhl

Artinya:
Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan duaisgdsg adil, dan
jika ada pernikahan tanpa adanya hal tersebut mizddaP

Dan yang menjadi prioritas menjadi wali pernikaleatalah kerabat
yang bersangkutanlO seperti ayah dan kakek kemuwdada ashabah
seperti anak-anak saudara atau anak paman, kemugdidhi atau
hakim.11 Dan menurut fatwa MUl Nomor U-335/MUI/V@82 tanggal
10 Juni 1982 mengatakan bahwa pengangkatan ankktaagopsi) tidak
akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasaaliciengan nasab
keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengak#athak waris/wali

mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu agkika akan

®ad-DimasyqiFigih 339

°Sunan Ibnu Majjah Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr. t§056

'°Dr. Musthofa Dib al-BighaTadzhib fi Adillati Matan al-Ghoyat wa al-TagriigSurabaya:
Bungul Indah. tt)160

“Andi dan FauzarHukum Pengangkatats7
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memberikan apa-apa kepada anak angkatnya henddikddkiukan pada
masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
Dan wali nikah menurut Komplasi Hukum Isldf:

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yanguda
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindaktuk
menikahkannya.

Pasal 20
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang-l&d yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan adigt.
(2) Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nasab;
b. Wali hakim.

Pasal 21

i.  Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam uridtadudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yaaig Eesuai
erat-tidaknya sususan kekerabatan dengan calon et@nm@nita.

Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atagnya
ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakieie.

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan kakitaeka.

Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara
laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki eker.

ii.  Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapatepapa orang
yang samasama berhak menjadi wali, maka yang palangak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekatabnya dengan
calon mempelai wanita.

iii.  Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabggamaka
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kera#@ndung dari
kerabat yang hanya seayah.

iv.  Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatarsayaa, yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajabatke
seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali ndeingan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syaredtsyali.

Pasal 22

“Kompilasi Hukum Islam2
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Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannyiaki memenuhi
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena walamiku menderita
tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, makanmeahjadi wali
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut debajakutnya.

Dari ketentuan di atas tidak ada ketentuan oramg dmogkat bisa
bertindak sebagai wali dalam pernikahan, jika megr@ang tua asal atau
keluarga asal dari anak yang diadopsi tersebutmaaid, maka yang lebih
berhak adalah wali dari keluarga asalnya, kecudi ada hal lain seperti
wali enggan menikahkan (adhal), atau wali berhaang

Jadi baik, dari sudut pandang hukum Islam mauputurnupositif

yang Indonesia sama-sama mengatur berkaitan demghmikah dari

anak adopsi ini yang berhak menjadi wali adalabdgja asalnya.

. Dampak Psikologis
Dalam Pasal 6 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007ahgnPelaksanaan
Pengangkatan Anak menyebutkan bahwasanya orarangkat ketika si
anak angkat tersebut mulai dewasa, wajib membektah kepada anak
tersebut mengenai nasabnya dan memperkenalkan toiigakgndungnya.
Isi Pasal 6 ayat (1) PP Rl No. 54 Tahun 2007 Tenfaelaksanaan
Pengangkatan Anak, dan juga Pasal 40 Undang-Undeng3 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak:
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada amaka#nya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnlyagaenana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempéwdratkesiapan
anak yang bersangkutan.
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Menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar, Drs. H Ahmaengatakan
bahwa pengaturan hal tersebut hanya disampaikdn l&im kepada
pemohon adopsi pada saat dipersidangan saja, atl@maktu ditetapkan
secara sah menjadi orang tua angkat. Akan tetakarbberarti kewajiban
ini harus dilakukan secara mutlak, karena pada gaatyj sama harus
diperhatikan pula kondisi psikis dari si anak adopgabila sekiranya
yang bersangkutan tidak siap untuk menerima keagataaka hendaknya
untuk menunda pemberitahuannya.

Dan diperkenankan pula, untuk sementara mengguna&ara ayah
angkatnya sebagai nisbat, dengan tujuan supayaamanak angkat
tersebut tidak jatuh, dan merasa minder karenaebdardengan yang lain.
Hal ini, menjadi peran orang tua, untuk senantim&jaga mentalitas
anak angkatnya, baik dengan cara memperlakukaneygad baik, dan
jika orang tua angkat tersebut mempunyai anak geihdindaknya tidak
membeda-bedakan dengan anak kandungnya dalam nigkogannya
selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yalady dijelaskan
sebelumnya.13

Menurut Dr. Steven L. Nickman dari Child Psychi@atClinic di
Massachusetts General Hospital, Boston, mengamjudssa yang ideal
untuk memberitahukan pada anak angkat perihalussdiya adalah usia
antara 6-8 tahun. Pada usia itu anak umumnya suodahiliki dasar

hubungan yang kuat dengan keluarga adopsinya gghitek merasa

Y¥Drs. H Ahmadiwawancara(Blitar, 6 September 2012)
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terancam saat harus memahami soal adopsi. Anaksiakpra sekolah
menurutnya masih memiliki ketakutan akan kehilangara orang tua
angkatnya dan merasa tersingkirkan. Dalam prosagepalan tentang
adopsi ini, orang tua harus lebih menekankan pé&agebahwa setiap
anak baik yang diadopsi atau tidak selalu dikanddag dilahirkan dari
rahim seorang ibu.

Sedangkan Nickman tak menganjurkan orang tua meuusgmpai
anak memasuki masa dewasa untuk memberitahu stadiapsi.
Menurutnya, berterus terang pada usia itu akanasangrusak self-esteem
si anak, juga kepercayaan mereka pada orang tua.

Berbeda dengan Nickman, Denrich Suryadi, M. Psii dRusat
Bimbingan dan Konsultasi Psikologi Universitas Taamagara,
beranggapan usia ideal bukanlah dasar yang tefsah daengungkapkan
status adopsi anak. Hal itu dikarenakan setiap amag&miliki
perkembangan kematangan psikologis yang tidak s&makm hal ini,
orang tualah yang perlu mengamati dan melihat gasiaanak untuk

menerima kenyataan yang sebenarnya.14

“Pangesti. “Kapan Saat Tepat Memberitahu Anak Diald Anak Adopsi?.”
http://id.theasianparent.com/kapan-saat-tepat-mataha-anak-dia-adalah-anak-adopgfitkkses
tanggal 7 September 2012
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B. Konsep Nasab Anak Adops yang Tidak Diketahui Nasabnya Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif
1. Landasan Hukum dan Operasional

Anak yang tidak diketahui nasabnya bisa berupa dealuan atau
anak yang ditinggalkan dirumah sakit oleh orangnyaadan diistilahkan
dengan al-lagith dalam kajian ilmu figih. Seperti telah dijelaskan
sebelumnya, bahwasanyal-lagith hukumnya fardhu kifayah untuk
dipelihara. Bagi yang menemukannya hendaknya méradan
mendidiknya, menjaganya dari kerusakan, menghidugsehariannya.
Dalam al-Quran surat al-Ma'’idah ayat 32 dijelaskaihwasanydarang
siapa yang memelihara kehidupan seorang manusi&ansaolah-olah
memelihara kehidupan manusia semuanya

Dalam merawat anak terlantar atau anak temuan gangmu bisa
menggunakan harta yang dibawa anak tersebut fétagidak ada maka
bisa menggunakan bantuan dari baitul fal.

Dari sudut pandang hukum positif, Anak yang dibuatay yang tidak
diketahui nasabnya, sebelum dia mendapatkan pegato yang layak,
bisa digolongkan sebagai anak terlantar. MenurubW945 menyatakan
bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar di@ebh oleh negara.
Negara atau pemerintah dalam hal ini diwakili olhas Kesejahteraan

Sosial.

Dr. Musthofa.Tadzhib 148
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Menurut Widyo Basuki, dalam perspektif HAM, adopserupakan
jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangarbeimak terlantar,
karena anak-anak tersebut juga mempunyai potetgk pembangunan di
masa depaff

Dalam proses pemeriksaan pergmohonan adopsi bakjiyamg tidak
diketahui nasabnya di Pengadilan, harus ada pilsalg ynenyerahkan
kepada calon orang tua angkat, berhubung anak iatkensgbut tidak
diketahui orang tuanya, maka pihak Dinas Sosiatinmak sebagai
pengganti orang tua.

Jadi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupursddut pandang
hukum positif, sama-sama memandang bahwa anak termiz anak
yang tidak diketahui nasabnya berhak mendapat épaid perawatan dan
pendidikan sebagaimana yang anak-anak yang lamawB&an tersebut
bisa dengan jalan adopsi atau dengan perawataa bias

Jika anak tersebut diadopsi, maka masalah hubungaab dengan
orang tua angkatnya sama seperti halnya anak agapgidijelaskan pada
bab sebelumnya, yaitu tidak menimbulkan hubungaamaengan orang
tua angkat. Dan masalah kemahraman, anak adopsbtgrjuga bukan
mahram dari keluarga yang mengadopsinya, kecuali gejak sebelum
berumur 2 tahun telah diadopsi dan telah disugh ddu angkatnya, maka

mereka menjai mahram sebab sepersusuan.

*Widyo Basuki.”Adopsi Merupakan Solusi bagi Anakadan Perspektif HAM”Jurnal Dep.
Kehakiman dan HAM RP012) 13
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2. Akibat Hukum Anak Adopsi yang Tidak Diketahui Nasgh terhadap
Sistem Kewarisan
Akibat hukum anak adopsi yang tidak diketahui nagabterhadap
sistem kewarisan sama seperti halnya akibat hukwak adopsi yang jelas
nasabnya, yaitu dia tidak mendapat hak waris darigotua angkatnya dan
paling emungkinkan adalah dengan jalan wasiat vahjaBkan tetapi, jika
anak adopsi yang masih jelas nasab dan keluarganagdn mempunyai
kemungkinan mendapat warisan dari keluarga asahawgpun wasiat dari
orang tua angkatnya. Untuk anak adopsi yang tidakalnya tidak
diketahui nasabnya hanya berpeluang memperolela kari orang tua
angkatnya dengan jalan wasiat wajabah sebanyalseld@ai ketentuan

pasal 209 KHI.

3. Akibat Hukum Anak Adopsi yang Tidak Diketahui Nasgh terhadap

Wali Pernikahan

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwasanya yarglbenenjadi
wali pernikahan anak adopsi adalah keluarga kanmdumgoaik dari seqgi
hukum Islam dan hukum positif memprioritaskan aya&mdung yang
menjadi wali pernikahan. Lalu jika anak tersebdiaki diketahui nasabnya,
maka perwaliannya bisa menggunakan wali hakim.

dalam KHI dijelaskan:

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali niladabila wali

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkaratga tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad&l anhggan.
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(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakimpatidoertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan PengadifamA tentang
wali tersebut.

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memikli untuk
menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai penggapikdilan wali
hakim. Sedangkan dalam figih munakahat, hakim adardan terakhir
setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertisdakgai wali. Dasar
hukumya:

RATRYIA DA AT

Artinya:
Sultan adalah wali bagi yang tidak mempunyai Vali

Jadi, baik huku Islam maupun hokum positif mengdtainwasanya
yang menjadi wali untuk anak adopsi yang tidak w@ikai nasabnya
adalah wali hakin?

4. Dampak Psikologis

Anak temuan yang diadopsi oleh seseorang juga ketruk
mengetahui seluk beluknya seperti halnya anak adgpeg lain.
Alasannya sama seperti yang telah dijelaskan pabasébelumnya, yaitu
pada Pasal 6 ayat (1) PP Rl No. 54 Tahun 2007 mgnRelaksanaan
Pengangkatan Anak, dan juga Pasal 40 Undang-Undng3 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak:

(3) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada amaka#nya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

YSunan Ibnu Majjah Juz 1 hadit no. 1879, him 560
' Dr. Musthofa.Tadzhib 160
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(4) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnlyagaenana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempdédratkesiapan
anak yang bersangkutan.

Denrich menganjurkan beberapa langkah yang daahbili oleh
orang tua diantaranya

a. Orang tua harus memerhatikan kondisi yang mungiijadi, serta
konsekuensi yang mungkin terjadi.

b. Perhatikan kesiapan psikologis anak untuk menerkeayataan
tersebut.

c. Orang tua hendaknya menyiapkan langkah-langkah kustlalu
memperhatikan si anak karena anak biasanya akalerey menjadi
lebih sensitif setelah mengetahui statusnya selaagdi adopsi.

d. Orang tua juga harus bisa bersikap adil serta ekngathadap
perasaan si anak, terutama jika anak tersebut mkessludara yang
merupakan anak biologis dari orang tua angkatnyan Drang tua
angkat tersebut hendaknya menyiapkan pula saudzak adopsi
tersebut untuk tidak bersikap negatif terhadap adlaipsi tersebut.

e. Meminta bantuan kepada anggota keluarga lain umbgknbantu
proses penyembuhan batin anak adopsi setelah rabogetatusnya
tersebut. Dengan cara, tidak mengubah bentuk penhaserta
bersikap lebih peka terhadap anak. Bila orangtuaniméuhkan
pendampingan lebih pada si anak, ada baiknya manbantuan

profesional seorang psikolog yang berpengalaman.

“Pangesti. “Kapan Saat Tepat”_http://id.theasiaemacom/kapan-saat-tepat-memberitahu-anak-
dia-adalah-anak-adopsliakses tanggal 7 September 2012




